
BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

PBRENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang             a.    bahwa   dalam   rangka   mengintegrasikan   perspektif   gender
dalam      pembangunan      daerah,      perlu      strategi      dalam
perencanaan,     penyusunan,     pelaksanaan,     penganggaran,
pemantauan,    dan    cvalu{isi    alas    kc;'bijakan    program    dan
kegiatan pc`mbangunan;

b.   bahwa  untuk  melaksanakan   maksud   pada  huruf  a,   maka
perlu      disusun      sualu      petunjuk      teknis      penyusunan
perencanaan    dan    penganggaran    responsif   gender   dalam
(PPRG) Yang dilclapkan dengan peraluran bupati.

Mengingat                 1.    Undang-Undang Nom()r 14 Tahun 1950 lentang pembentukan
Daerah-dacrah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun  1950)  sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun    1968   tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan   Mcngubah   Und€`ngundang   Nomor   14   Tahun   1950
tentang    Pembenlukan    Dac`rah-Daerah    Kabupaten    Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Baral (Lembaran Negara Republik
Indonesia   T&hun    1968   Nom()r   31,      Tambahan   Lembaran
Negara Rcpublik lnd()ncsia  Nomor 2851);

2.    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun   1984  tentang  Pengesahan
Konvensi mengenai Pcnghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap    Wanita    (Lcmbaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1986  or  29,  TamL]ahan   Lc`mbaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 3277);

3.    Undang-undang  N()nor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);



4.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   Tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234)  scbagaimana  tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
15  Tahun   2019   tentang  Perubahan  Atas   Undang-Undang
Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2019   Nomor    183,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

6.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014    Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah   (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata     Cara     Penyusunan,     Pemantauan     Dan     Evaluasi
Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah   .(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam   Negeri  Nomor  21   Tahun   2011   tentang  Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan Nomor
1  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan;

1 1. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor
2 Tahun  2008   tentang Pedoman  Pelaksanaan Perlindungan
Perempuan;

12.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   15   Tahun   2008
tentang   Pedoman   Umum   Pelaksanaan   Pengarusutamaan
Gender    di    Daerah    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   67   Tahun   2011
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 927);



13. Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan Nomor
6  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Data  Gender  dan
Anak;

14.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Dan  Evaluasi  Pelaksana.an  Rencana  Pembangunan  Daerah
(Berlta Negara Rcpul)1ik Indoncsia Tahun 2010 Nomor  517);

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor   14  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten     Karawang     (Lembaran     Daerah     Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor  14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017
tentang     Pemberdayaan     dan     Perlindungan     Perempuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor
2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020
tentang     Pengarusutamaan     Gender     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun  2020 Tentang
Rencana Aksi  Daerah  Pengarusutamaan  Gender  Kabupaten
Karawang Tahun 2017-2021.

MEMUTUSRAN  :

Menetaphan   :      PERATURAN     BUPATI     KARAWANG     TENTANG    PETUNTUK
TEKNIS  PENYUSUNAN  PERENCANAAN  DAN  PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER KABUPATBN KAEIAWANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I.  Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2.  Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai
unsur penyelenggara pemerintahaan Daerah.

3.  Bupati adalah Bupati Karawang.
4.  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah yang  selanjutnya disingkat  SKPD

adalah  Organisasi  Pcrangkat  Dacrah  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Karawang.

5.  Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan
tanggung  jawab   laki-laki   dan   perempuan   yang   teljadi   akibat
keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.

6.  Kesetaraan Gender kesamaan  kondisi bagi laki-laki dan perempuan
termasuk anak,  lansia dan orang dengan kebutuhan khusus, untuk
memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  warga  negara
agar  mampu  berperan dan mampu berpartisipasi dalam  kegiatan
ekonomi,    politik,    dan    sosial-budaya,    dan    kesamaan    dalam
menikmati hasil pembangunan.



7.

8.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan program, kebijakan, dan
pe nganggaran            yang            memperhatikan            perbedaan ,
kebutuhan,  pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
Anggaran       Responsif      Gender       adalah       anggaran       yang
mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam
memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan,
dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap
kesempatan dan peluang Dalam menikmati hasil pembangunan.

9.     Perencanaan        dan    Penganggaran    Responsif    Gender    yang
selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan Serangkaian cara
dan  pendekatan  untuk  mengintegrasikan  perspektif  gender  di
dalam proses perencanaan dan penganggaran.

10.   Perencanaan    Responsif   Gender    adalah    perencanaan    untuk
mencapai     kesetaraan     dan  keadilan  gender,  yang  dilakukan
melalui     pengalaman,     apresiasi,     kebutuhan,     potensi     dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

11.   Genc!er   Bttdget    S€citement    (GBS)            adalah    dokumen    yang
menginformasikan  suatu  ot/€pttt kegiatan  telah  responsif gender
terhadap lsu gender yang ada/ atau suatu biaya telah dialokasikan
pada     output     kegiatan     untuk     menangani     permasalahan
kesenjangan gender.

12.   Term  0/ Re/ere7tce  (TOR)   /kerangka  acuan  kerja  (KAK)  adalah
dokumen  yang  berisi   penjelasan  an   an/keterangan   mengenai
kegiatan   yang   diusulkan   untuk   dianggarkan   dan   perkiraan
biayanya.

13.   Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau
informasi   kualitatif   yang   dikumpulkan   dan   dipresentasikan
berdasarkan jenis  kelamin,  penduduk  laki-laki  dan  perempuan
atau anak laki-laki dan perempuan.

14.   Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
RKPD  adalah  dokumen  perencanaan  Pemerintah  Daerah  untuk
periode  satu  tahun  yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  mengacu
pada   Rencana   Kelja   Pemerintah   (RKP)    Nasional,       memuat
kerangka ekonomi daerah,  baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah     maupun     yang     ditempuh     dengan     mendorong
partisipasi masyarakat.

15.   Pagu    Indikatif   merupakan    prakiraan    pagu    anggaran   yang
diberikan  kepada  SKPD  untuk  setiap  program  sebagai  acuan
dalam penyusunan rcncana kerja SKPD

16.   Rencana Kelja dan Anggaran SKPD  (RKA-SKPD)  adalah dokumen
perencanaan   penganggaran   yang   berisi   rencana   pendapatan,
rencana   belanja   program   dan   kegiatan   SKPD   serta   rencana
pembiayaan sebagai dasar unsur penyusunan APBD.

17.   Dokumen      Pelaksanaan  Anggaran   SKPD   yang        selanjutnya
disingkat      DPA-SKPD             adalah      dokumen      pelaksanaan
anggaran   badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.



18.  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah
Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

19.   Kinerja  adalah  keluaran  atau  hasil  dari  kegiatan  atau  program
yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penguasaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

20.   Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan
atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan atau dampak yang menggambarkan  tingkat capaian kinerja
suatu program atau kegiatan.

21.   Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi  satu atau
lebih              kegiatan       yang       dilaksanakan       oleh       instansi
pemerintah/ 1embaga atau masyarakat yang dikoordinasikan  oleh
instansi     pemerintahan          untuk     mencapai     tujuan     serta
memperoleh  alokasi anggaran.

22.   Kegiatan   adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian daLri pencapaian secara
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan  sumber  daya  yang  berupa  personil,  barang  modal
termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
hal atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(t.npttt/   untuk   menghasilkan   keluaran   (output/   dalam   t)entuk
barang atau jasa.

23.   Keluaran  (outpLit/ adalah  barang  atau jasa yang  dihasilkan  oleh
kegiatan   yang   dilaksanakan   untuk   mendukung   pencapaian
sarana dan tujuan program serta kebijakan.

24.   Hasil   (   otttcome/     adalah   segala   sesuatu  yang   mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan suatu program

25.   Indikator Gender adalah  kriteria  atau  ukuran  untuk  mengukur
perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

26.   Indikator  Kinerja  Responsif  Gender  adalah  perubahan  kinerja
pengurangan kesenj angan atau peningkatan kondisi laki-1aki dan
perempuan      setelah   dilakukan   suatu  intervensi  baik  berupa
program atau kegiatan.

27.  Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan
laki-laki   terutama   pada       bagian-bagian       organ   reproduksi
reproduksi.

28.   Kesenjangan   Gender  adalah   suatu  kondisi   dimana  tidak  ada
kesetaraan    relasi    antara    segmen     gender    yaitu    laki-laki,
perempuan, anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus.

29.   Akses  adalah  peluang  atau  kesempatan  yang  diberikan  untuk
memanfaatkan  sumber  daya    (baik  sumber  daya  alam,  politik,
ekonomi, sosial maupun waktu).

30.   Kontrol    adalah    kekuasaan    untuk    memutuskan    bagaimana
menggunakan   sumber   daya   dan   siapa   yang   memiliki   akses
terhadap sumber daya.

31.   Partisipasi  adalah     perlibatan  atau  keterwakilan  dalam  proses
suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.



32.   Penerima manfaat adalah target/sasaran program/kegiatan yang
memperoleh manfaat.

33.  Pemantauan adalah suatu upaya   mengawal dan mengendalikan
pelaksanaan  kebijakan,  program  dan  kegiatan    yang  responsif
gender.  Bila  dalam  proses    ini  ditemukan  deviasi,  maka  segera
dapat   diperbalki   agar   tetap   sejalan   dan   konsisten   dengan
perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang
lebih efektif dan efisien.

34.   Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai
keberhasilan    suatu   kebijakan    program    dan    kegiatan   yang
responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk
membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat
dilihat dari indikator {nput, ot/tpuc, outcome dan dampak.

BAB 11

PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

a.  PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan
dan penganggaran;

b.  merupakan  pelengkap  dalam  menyusun  dokumen  perencanaan
strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;

c.   proses   penyusunan   dokumen   perencana.an   dan   penganggaran
menggunakan analisis gender.

Pasal 3
Tujuan PPRG adalah :
a.  meningkatkan    kesadaran    dan    pemahaman    para    pengambil

keputusan  tentang pentingnya perspektif gender  dalam  kebijakan
pembangunan  dan  mempercepat    terwujudnya       keadilan    dan
kesetaraan gender;

b.  memberikan  manfaat   yang  adil  bagi  kesejahteraan  laki-laki  dan
perempuan, termasuk anak, lansia dan orang dengan berkebutuhan
khusus dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan;

c.   meningkatkan efisiensi dan  efektivitas penggunaan anggaran serta
membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah
daerah;

d.  membantu   mengurangi   kesenjangan   gender   dan   meningkatkan
peran serta pembangunan;

e.   meningkat masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai
kelompok sosial (Berdasarkanjenis kelamin, usia,  suku, dan lokasi)
dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran;

f.   menjamin  agar  kebutuhan  aspirasi  laki-laki  dan  perempuan  dari
berbagai  kelompok  sosial  (berdasarkan jenis  kelamin,  usia,  suku,
dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.



BAB Ill

RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pa8al 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:
a.  perencanaan  responsif gender  menggunakan  pendekatan  analisis

gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan
perempuan dan laki-1aki;

b.  penganggaran  responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja
analisis  kebijakan  anggaran  melalui  proses     penentuan    alokasi
sumber daya yang profesional atau berkeadilan;

c.   penerapan   Anggaran   Responsif  Gender   (ARC)      dalam   struktur
penganggaran   pada   penyusunan   Rencana   Kerja   dan   Anggaran
(ARG) ditempatkan pada level program atau kegiatan/sub kegiatan
yang    sudah    ditentukan    sasaran    dan    target    kegiatan    yang
mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah:
a.  SKPD  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
b.  pihak-pihak  yang    berkepentingan  dalam  Penyusunan  dokumen

perencanaan dan penganggaran daerah.

BJne IV

SINKRONISASI PERENCANAAN, PENGANcOARAN
DAN KERANGKA PPRG DALAn4 slKLus ANGGARAN RINBRJA

Bagian Kesatu
SingkronisaBi Perencanaan Pengan88aran

Pasal 6

( 1 ) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan
satu kesatuan yang terintegrasi.

(2) penyusunan dokumen perencanaan strategis   merupakan    bagian
penentu   prioritas tindakan,  rencana dan target yang ingin dicapai.

(3) Penyusunan  penganggaran  menggambarkan  alokasi  sumber  daya
yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

(4) untuk         menjamin         konsistensi         antara         perencanaan
dan    penganggaran   harus berpedoman   pada   dokumen strategis
Daerah  yang   meliputi   rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah                 (RPJPD),           Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah   Daerah  (RPIJMD),  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  SKPD,
dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.



(5)dokumen    kchijakan         operasional        yang    meliputi        APBD
dan   Dokumen   Pelaksanaan Anggaran (DPA)     SKPD   merupakan
alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah
di rumus Dalam  Dokumen-dokumen kebijakan strategi

Bagian Kedua
SiHuo Pengelolaafl Keuangan Daerah

Pasal 7

( 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan
bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.

(2) Siklus  pengelolaan  Keuangan daerah dilakukan  melalui  4  (empat)
tahap yaitu:
a.  perencanaan;
b.  pelaksanaan dan penatausahaan;
c.   pelaporan dan pertanggungjawaban;
d.  pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalan Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

(1) Kerangka    PPRG    merupakan    bagian    subsistem    dari    bagian
manajemen berbasis kinerja.

(2) Kerangka   kerja   PPRG   dalam   siklus   anggaran   berbasis   kinerja
meliputi 4 (empat)   tahap yaitu:
a.  identifikasi masalah;

b.  penyusunan strategi;
c.   penganggaran;

d.  pengukuran kinerja.

(3) Sistem   anggaran    berbasis   kinerja   memperhatikan    hubungan
keterikatan  antara  pembiayaan  dan  keluaran  /outptt€/  dan  hasil
/otttcome/   yang  diharapkan  dan  mengacu  pada  indikator  kinerja,
standar biaya dan evaluasi.

BABV

MEKANISMB PENYUSUNAN PPRG

Bagian Ke8atu
Data Terpilah

Pasal 9

( 1) Data  terpilah  penting guna mengidentirikasi masalah yang dirinci
menurut jenis kelamin, wilayah,  status sosial ekonomi, dan waktu
yang dalam analisanya menggunakan analisis gender.

(2) Data  terpilah  untuk  mengetahui  posisi  kondisi,  serta  kebutuhan
masyarakat   perempuan   dan   laki-laki   dalam   berbagai   bidang
pembangunan   dan   permasalahan  yang  dihadapi   dalam   upaya
mengurangi kesenjangan.



Pasal 10

(I) Uraian  data  terpilah  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  sumber
data dan jenis data:
a.  sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;

b.  jenis data derdiri dari data kuantitatif dan kualitatif.

(2) Data terpilah bermanfaat:
a.  sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang

responsif gender;

b.  untuk    mengetahui    kondisi    dan    situasi    segmen    gender
(perempuan,  laki-laki,  anak,  lansia  dan  gerak  berkebutuhan
khusus) di berbagai bidang pembangunan ;

c.   sebagai  untuk  melakukan        analisis        gender  mengetahui
berbagai  permasalahan  isu gender serta untuk mengukur ada
tidaknya kesenjangan gender;

d.  sebagai  bahan  evaluasi  dampak  atas  pelaksanaan  kebijakan,
program  dan  kegiatan/sub  kegiatan  yang  responsif gender  di
berbagai bidang.

Bagian Kedua
lndihator Kinerja

Pasal 11

( 1) indikator kinerja terdiri dari :
a.  Indikator  Kinelja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan

agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan   keluaran yang
ditentukan   misalnya   untuk   Sumber   Daya   Manusia   (SDM),
informasi, kebijakan, dan lain-lain;

b.  Indikator     Kinerja     Proses     adalah     segala     sesuatu     yang
menunjukkan upaya untuk mengolah masukan  /{nptJt/ menjadi
ke\uE\ran (output),.

c.   Indikator   Kinerja   Output   adalah   sesuatu   yang   diharapkan
langsung  dicapai  dari  kegiatan  baik  berupa  fisik  maupun  non
fisik;

d.  Indikator    Kinerja    Outcome    adalah    segala    sesuatu    yang
mencerminkan  berfungsinya  keluaran    /ot/tpt/€/  kegiatan  pada
jangka menengah (efek langsung);

e.   Indikator Kinerja Manfaat adalah  sesuatu yang terkait dengan
tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

f.   Indikator  Kinerja  Dampak  adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan
baik positif maupun  negatif pada setiap  indikator berdasarkan
asumsi yang ditetapkan.



(2) Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menyusun  indikator  kinerja
antara lain:
a.  spesifik      dan      jelas,      maksudnya      nya             tidak      ada

kesalahan  interprestasi;
b.  dapat   diukur   secara   objektif  baik  yang  bersifat   Kuantitatif

maupun kualitatif;
c.   relevan,   maksudnya   kinerja   harus   menangani   aspek-aspek

objektif yang relevan;
d.  dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan

keberhasilan   masuk,   proses,   keluaran,   hasil,   manfaat,   dan
dampak;

e.   fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan  dan hasil
kegiatan;

f.   efektif   maksudnya   data   dan   informasi   berkaitan    dengan
indikator kinerja dapat dikumpulkan,  diolah, dianalisis dengan
biaya tersedia oleh satu lembaga.

Bagian Ketiga
Langhah-Langl=ah Penyusunan PPRG

Pasal 12

(1) Penyusunan     PPRG    menggunakan    gender    analysis    pathway
(GAP)            adalah    suatu    alat    analisis    gender    Pada    sebuah
kebijakan/program/kegiatan   yang   suda.h   ada   atau   dokumen
kebijakan/ program/ kegiatan yang akan disusun;

(2) Penyusunan    PPRG    merupakan    penyusunan    anggaran    yang
mencerminkan   anggaran   keseluruhan   yang   dapat   menjawab
kebutuha.n perempuan dan laki-1aki dan memberikan manfaat yang
adil;

(3) Langkah-langkah PPRG yaitu:
a.  melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya

isu   kesenjangan  dan  upaya  yang  mencerminkan  perbaikan
kesenjangan gender yang ada;

b.  penyusun  Gender Bttc!get Statement (GBS)  sebagai dasar untuk
menilai       suatu       kegiatan/sub       kegiatan       yang       telah
mengintegrasikan   hasil  analisis   gender  untuk  mendapatkan
anggaran;

c.   penyusunan        Term  O/ Re/erence     (TOR)/   Kerangka  Acuan
Kcrja   (IthK);

d.  Iangkah-langkah  sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c
dijabarkan   sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Lampiran  I
Peraturan Bupati.

Pa8al 13
Penyusunan  Ciender Ancz!gsis Pcithtuag (GAP)  sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 ayat  (I), mempunyai tahapan sebagai berikut:
a.  kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis ;
b.  menyajikan data pembuka wawasan;
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c.   mengenai  faktor kesenjangan;
d.  menemukenali sebab kesenjangan internal;
e.   menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
f.   reformulasi tujuan;

9.   rencana aksi;
h.  data dasar;
i.    indikator gender.

Pasal 14
Dalam   penyusunan   Gender  Bttc!get   Sca€emenc  (GBS)   sebagaimana
dimaksud    dalam  Pasal   12  ayat  (3)  huruf  b,  mempunyai  tahapan
sebagai berikut:
a.   program;
b.  kegiatan;

c.   tujuan  kegiatan;
d.  indikator kinerja kegiatan;
e.   analisa situasi;
f.   rencana aksi;

9.   alokasi sumber dana;
h.  dampak/hasil otttpttc.

Pasal 15
Dalam penyusunan  Term O/Re/erence  (TOR) Sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  12  ayat (3)  huruf c,  komponen yang harus diperhatikan
sebagai berikut:

a.  Iatar belakang;

b.  penerima manfaat;
c.   strategi pencapaian keluaran;
d.  waktu pencapaian keluaran;
e.   biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Pemantauan Dan rvaluasl PPRG DI Daerah

Pa8al 16

(1) Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
a.  mengetahui  berbagai  informasi  yang  fenomenal  berupa  apa,

mengapa, dan bagaimana pelaksanaan  program dan kegiatan;
b.  mengenal    ke    arah   yang   lebih    efektif   dan    efisien    dalam

pelaksanaan program dan kegiatan;
c.   mendeteksi    dini    permasalahan    isu    gender    yang    belum

diintegrasikan  ke  dalam  dokumen  penyusunan  Rencana  Kerja
dan  Anggaran(RKA)/     Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)
SKPD;
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d.  memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan,
dan  berbagai  hal yang  berkaitan  dengan  penyusunan  Gender
Bttc!ge€  Sfc.Cemen€  (GBS),   Term  0/ Re/erence    (TOR)/Kerangka
Acuan  Kerja  (KAK),  dan  aplikasinya dalam  Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

e.   memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam
perencanaan,    pelaksanaan,    dan    pertanggungjawaban,    dan
mengukur kerliEij uaii-kemajuan pclaksanaan program/ kegiatan.

(2) Tahapan  evaluasi  PPRG  didasarkan  pada  nilai-nilai jawaban yang
ditetapkan    melalui   indikator   mulal    dari    tahap    perencanaan
pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  dan  hasil  evaluasi  menjadi
masukan   dalam      penyusunan   program   dan   kegiatan   Tahun
Anggaran berikutnya.

(3) Pelaporan merupakan  bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17
Dalam    melaksanakan    pengawasan    dan    pengendalian    terhadap
Peraturan Bupati ini  dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18
Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  ini  akan  diatur
lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19
Uraian     lebih     lanjut     tentang     Penyusunan     Perencanaan     dan
Penganggaran    Responsif   Gender    sebagaimana    tercantum    dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAD VII

PEMBIAYEN
Pasal 20

(1) Pembiayaan yang dipcrlukan dalam penyusunan PPRG dibebankan
kepada Perangkat Daerah.

(2) Selain  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
berasal  dari  pihak  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sepanjang
sesuai  dengan   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.



BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal  diundangkan.

Agar   setiap   orang  mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Perclturan   Bupati   ini   dcngan   pcncmpatan   dalam   Bt:I-ila   Dacrall
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
pada tanggal   ae ut.I.r ec.

`,

ACBP JAM

BERITA DAERAH  RABUPATEN RARAWANG TAHUN 2020
NOMOR       a
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LAMPIRAN I PERATURAN  BUPATI  KARAWANG
NOMOR 66  TAHUN  2020
TENTANG  PETUNJUK  TBKNIS  PENYUSUNAN  PERENCANAAN
DAN    PENGANGGARAN    RESPONSIF    GENDER    KABUPATEN

KARAWANC]

A.       LANGKAH    -    LANGKAH     PENYUSUNAN         PERENCANAAN    YANG
RESPONSIF GENDER

LANGRAH KEG

Langkah  1
a.   Melaksanakan     anal

kebijakan,  pr()gram/
ada;

b.   Pilih            kebijakan/

pembangunan  yang
ada maupun `yang ak{

1)     Paslikan   di   lingk

apakah     ditingkal
kegiatan.      Misaln
analisis       bias
sendiri,dan/alau

yaitu dalam  satu ,
satu atau lebih ke

2)    Periksa          rumi`s

pr()gram/kcgialan
isu  gender.  Kc`bija
nctral dan/  alau  1
lcrhadap  p(`ri`mpl

Langkah 2 a.   Menyajika-ri--a-ai-aTvi
scbagai  pcmbuka wa
ada   kcscnjangan    g
maupun kuantitatif)

b.   Data pcmbuka wawa
yang      kuanlilatir
dihimpun  dari  base
Grot/p Disoucfon (Fch
dan/ alau hasil kajia
dan/   altlu   hasil   inlt
kegial€`n    alau    dap€
in()nitoring   dan    c`va
tl'rut.

IATAN

isis     tujuan     dan     sasaran
kegiatan/  sub kegiatan yang

p rogram /          ke giatan /
dianalisis  baik  yang  sudah

dibual (baru) dengan cara:

apa  yang  akan  dianalisis
kc`bijakan,program,     atau

di     tingkat     kebijakan,
mencakup      kebijakan      itu
rincidn   dari   kebijaakan   itu

lcbih  program dan/aLtau
Slat-a ll ;

tujuan        kebijakan /
Apakah  responsif terhadap

program / kegiatan yangakan/
idak bc`rmaksud diskriminatif

dan  laki-laki.

pilah  menurut jenis  kelamin
wasan untuk melihat apakah

(data   yang   kualitatifender

sam bias bcrupa data statistik
dan/atau     kualitatif     yang
line  surueu dan|  atziu  Focu,s

atau review pustakaD),  dan/
n dan/ alau hasil pengamatan

kcbijakan/  program/
pul€i   menggunakan   hasil

luasi   3   (liga)   kali   berturut-
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Langkah 3 a.   Identifikasi             fal{tor-faktor             kesenjangan
berdasarkan    akses,    partisipasi,    kontrol,    dan
manfaat;

b.  Temu  kenali  isu  gender  di  proses  perencanaan
ke bij akan /         program /         kegiatan        de n gan
menganalisis   data   pembuka   wawasan   dengan
melihal 4 (empat) falctor kesenjangan yaitu akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Langkah 4 a.  Temu    kenali    sebab    kesenjangan    di    internal
lembaga  (budaya  organisasi)  yang  menyebabkan
terjadinya isu gender;

b.  Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/
atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan
terjadinya  isu  gender.  Misalnya  produk  hukum,
kebijakan,   pemahaman,    tentang   gender   yang
masih   lemah   dari   para   pengambil   keputusan,
perencana,star, dan yang lainnya dan po!fcjca! u/i.JZ
atau     pengambil     ketersediaan     data,     belum
optimalnya    koordinasi    lintas     sektor,     belum
optimalnya  koordinasi  lintas  bidang  atau  sektor,
belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.

Langkah 5 Temu  kenali  sebab  kesenjangan  di  eksternal  lembaga
pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub
kegiatan, yaitu:

a.    Perlu   diperhatikan   apakah   pelaksanaan   program
sudah  atau  belum  peka  terhadap  isu  gender  pada
masyarakat yang menjadi target program.

b.   Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran
program (target group) yang belum kondusif misalnya
budaya  patriaki  dan  sfereotgpe  (laki-laki  selalu  di
anggap    sebagai    kepala    dan    pekerjaan    tertentu
dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan

Langkah 6 Reformulasikan     tujuan     kebijakan,     program,     dan
kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak
perlu     membuat     tujuan      baru,      hanya.     bersifat
menajamkan dan membuat lebih fokus.

Langkali 7 Suaun  rcnccina  akoi  dcLn  oQc)arannya  dengan  merujulc
isu  gender  yang  telah  di  identifikasi  dan  merupakan
rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8 Tetapkan  base !t.rte, yaitu data dasar yang dipilih untuk
mengukur    kemajuan    pelaksanaan    kebijaksanaan/
program/  kegiatan.  Data  dasar  tersebut  dapat  diambil
dari  data pembuka wawasan yang menunjang capaian
kerja kebijakan/ program/ kegiatan.
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Langkah 9 Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran
kualitatif dan kuantitatif untuk:

a.   Memperlihatkan   apakah   kesenjangaan   gender   telah
teratasi atau hilang atau berkurang;

b.   Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perliaki.I
atau  nilai  pada  para  perencana  kebijakan/  program/
kegiatan dan internal dalam lembaga; atau

c.    Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi genc3er
di dalam rumah tangga atau masyarakat.

a.    LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)

LANGRAH PENJELASAN

I.  Pilih Kebijakan/ a.  Memilih kebijakan/  program/ kegiatan yang
Program/ hendak dianalisis;
Kegiiatan yangakanDianalisis b.  Menuliskan               tujuan               kebijakan/

program/kegiatan.
2. Menyajikan Data a.   Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah

PembukaWawasan menurut jenis kelamin;

b.  Data  terpilah  ini  bisa  berupa  data  statistik  yang
kuantitatif  atau  yang   kualitatif,   misalnya   basil
survei,  hasil  FGD,  review  pustaka,  hasil  kejiiui,
hasil pengamatan atau hasil           intervensi
kebijakan/      program/kegiatan      yang      sedang
dilakukan.

3. Mengenali F`aktor Menemukenali  dan   mengetahui   ada  tidaknya  faktor
Kesenjangan kesenjangan  gender  yaitu  Akses,  Partisipasi,  Kor:trol,
Gender dan Manfaat (APKM)

4. Menemukenali Temukenali  isu  gender  di  internal  lembaga.  Misalnyfi
Sebab terkait dengan produk hukum,  kebijakan, pemahaman
KesenjanganInternal gender    yang    masih     kurang    diantara    penganibilkeputusandalaminternallembaga.

5. MenemukenaliSebabKesenjanganEksternal Temukenali  isu  gender di  eksternal  lembaga.  Misalnya
apakah   budaya  patriaki,   gender  sfeneocgpe  (laki-1akiselaludianggapsebagaikepalakeluarga).

6. ReformulasiTujuan Merumuskan             kembali    tujuan    kebijakan/program/kegiatansupayaresponsifgender.

7. Rencana Aksi a.   Menetapkan rencana aksi;

b.   Rencana         aksi       diharapkan       mengatasi I
kesenjangan gender yang teridentirikasi.
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8. Data Dasar a.   Menetapkan     data     dasar    yang    dipilih    untuk
mengukur kemajuan (progress) ;

b.   Data  yang  dimaksud  diambil  dari  data  pembuka
wawasan yang telah diungkapkan  pada langkah  2
yang  terkait  dengan  tujuan  kegiatan  dan  output
kegiatan.

9. Indikator Gender Menetapkan  indikator  gender  sebagai  pengukur  hasil
melalui ukur kuantitatif maupun kualitatif.

C.    KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGFI` STATEMENT (GBS)

KOMPONEN URAIAN                                                                                                  ` I

Program Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)                              I

Kegiatan Nama kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)

Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/  Renja SKPD
(tujuan yang ada pada langkah  1 GAP)

IndikatorKineljaKegiatan Indikator kinerj.a kegiatan diambil dari kinerja yang ada
pada Renja/  Renstra SKPD.

II

Analisis Situasi Analisis   situasi  berisikan   kondisi  riil  yang  terjadi  dalam ,
masyarakat atau yang berkenan dengan adanya kesenjangd;1
gender,   faktor   kesenjangan   dan   penyebab   kesenjangrrL.
Dalam  melanjutkan  analisis  situasi  dapat  mengambil  hasil
analisis  gender Langkah  2,3,4,  dan,  5  pada GAP dan  hasil
analisis  situasi  ini  berisikan  gambaran  kesenjangan  akse's,
partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-
laki.  Sebagai  upaya  perbaikan,  maka  pada  analisis  situasi
dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP

Rencana Kegiatan/

Nana yang diambil pada Langkah 7GAP:
Sub Kegiatan  I Uraian  mengenai  tahapanpelaksanaanpencapai`ahoutput.'`1

Sub Kegiatan 2 U raian           mengenaitahapanpelaksanaanOutput.

Sub Kegiatan 3 U rai an         mengenaitahapanpelaksanaan

Aksi(Langkah7GAPyangDirincimenjadiSubKegiatan/Program/Tahap Sub Kegiatan Ot` tpttt.                                                i

Sub Kegiatan 4 U raian         mengenai          itahapanpelaksanaan'Output.

Sub Kegiatan 5 U raian         mengenaitahapanpelaksanaanOutput.
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Kegiatan Output Output      kegiatan      yangdirumuskandaenganmengambilLangkah9CIAP,dihubungkandenganbarangdanjasa/pelayananyangdihasilkandarikegiatanSKPD

Alokasi Sumber Anggaran Jumlah     anggaran     yang     diperlukan
Daya untuk pencapaian ot/€pz/£ kegiatan

SDM Sum ber         daya         manusia            yang
dipergunakan

Peralatan Peralatan     dan      atau      mesin         yang
dan Mesin dipergunakan

Dampak     outpttt
Dampak/    hasil    dari    kegiatan    yang    dihasilkan    untuk
pencapaian     outcome    program    SKPD    dan    diharapkan

/Hasil mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi
Kegiatan laki-laki dan perempuan

D.     KOMpONEN DALAM PENyusuNAN rEjan oFj3EFEREjvcE (TOR)

Pr8ram Diisi dengan mama program
Sasaran Program Apakah vans meniadi tiuan program
Kegiatan Diisi dengan mama program
Latar Dasar Hukum Dasar Hukum terkait dengan program
Belakang kegiatan

Gambaran Gambaran situasi umum daerah yang relevan
Hukum dengan kegiatan

Kegiatan Urian Kegiatan Rincian kegiatan atau aktivitas
IndikatorKinerja Indikator untuk menilai sebuah kegiatan

BatasanKegiatan Pembatasan pelaksanaan kegiatan

Maksud Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah
kegiatan

Cara Pelaksanaan Kegiatan Model pelaksanaan kegiatan
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LAMPIRAN   11  :     PERATURAN  BUPATI  KARAWANG
NOMOR    66     TAHUN2020
TENTANG  PETUNJUK TEKNIS  PENYUSUNAN  PERENCANAAN  DAN
PBNGANGGARAN  RESP()NSIF` a ERDER  KABUPATEN  KARAWANG

BABI
PENDAHULUAN

A.  Umum

Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  lentang    Rencana  Pembangunan
Jangka    Menengah     Nasional     (RPJMN)     Tahun     2010-2014,     menetapkan     3
(tiga)    prinsip  pengarusutamaan  yailu  :   (I)       pengarusulamaan  pembangunan
berkelanjutan,  (2)  pengarusutamaan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik,  dan  (3)
pengarusutamaan gender (PUG). Keliga prinsip terscbut menjadi jiwa dan landasan
operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional. Sel€`in itu lnstruksi Presiden
Nomor  3  Tahun  2010  Tentang  Program  Pembangunan  Yang  Berkeadilan,  secara
tegas   menyatakan    kewajiban    unluk    menyusun    program   yang   pro   rakyat,
berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pcmbangunan milenium.

Perencana dan  penganggaran  responsif gender bukanah   suatu proses yang
terpisah      dari   sistem   perencanaan   I)un   pcnganggaran   yang   ada,   tapi   lebih
merupakan   pelengkap   dalam   mcnyusim   dt>kumen   per(`ncanaan   strategis   dan
dokumen   rencana kerja dana anggaran di dacrah.  hal penting pada penyusunan
dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  mcwajibkan  untuk  menggunakan
analisis gender dalam menyusun kebijakan slrategis dan kebijakan operasional.

Peraturan  Pemerintah     Nom(]r  8  'I`ahun  2008  tc`nt£`ng  Tahapan,  Tatacara
Penyusunan,   Pengendalian,   Dan  Evaluasi   Pc`laksanaan   Rcncana  Pembangunan
menjelaskan bahwa perencanaan pcmbangumm dac`rah h€irus dirumuskan secara
responsif Dan berkeadilan dengan prinsip kcsi`imbangan gcndcr dan Pasal 33 Ayat
3  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  mcnyL`sun  kcrangka  sludi  dan  instrumen
analisis    harus    mempertimbangkan    analisis    biaya    dan    manfaat,    analisis
kemiskinan, dan analisis gender.

Selain  peraturan  itu,  Permc`ndz\gri    N()in()r  15 Tahuii  2008  tentang Pedoman
Pelaksanaan    Pengarusutamaan    GendL`r    Di    Dacrah    pada    Pasal    4    Ayat    1
menyebutkan   bahwa   pemerintah   dacrah   bc`rkewajiban   Menyusun   kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan bcrpcrspektif   gender.   Penyusun dilakukan
mclalui  proses  perencanaan  pcmbangunan yang  menggunakan  perspektif gender
dan dituangkan dalam RPJMD,  Renc`ana  Strategis  SKPD  dan  Renja  SKPD.  Secara
jelas  Pasal  4  Ayat  2  Permendagri  ini   juga  men.yL`bulktln  penyusunan  kebijakan,
program,  dan kegiatan harus dilakukan  melalui analisis gender.  walaupun kedua
peraturan tersebut telah menegaskan penlingn}Ja analisis gender dalam menyusun
dokumen  perencanaan.  Pembangunan  Daerah,  Namun  permasalahannya adalah
para  perencana  SKPD  belum  memahami  secara  teknis  c`ara  menyusun  dokumen
perencanaan dan penganggaran  rcsp(>nsil` gc`nc`i`r.
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Mengingat    PPRG        hal        baru    bagi    para    perencana       SKPD    dalam
penyusunan   perencanaan   dan penganggaran,   maka secara teknis operasional
dibutuhkan  sebuah  pedoman  teknis  tata  cara  penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran    responsif   gender.    untuk   memastikan    apakah    laki-laki    dan
perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi,  dan mempunyai
kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang
sama  dari  semua  bidang  pembangunan,  maka  pemerintah  daerah  diharapkan
mam pu         menyu sun         dan         me ngimplementasikan         PPRG         dalam
upaya      memberikan      jawaban   untuk   mengatasi   kesenjangan   gender   dan
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

8.  Tujuan dan Sasaran
pedoman  teknis  perencanaan  dan     penganggaran  responsif  gender  bertujuan
untuk :

1.  Memberikan pedoman untuk para perencana setiap  SKPD dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

2.  Sebagai  acuan  untuk  memasukkan     analisis  gender  dalam  penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

3.  Memberikan      ala.t   bantu   untuk   melakukan   pemantauan   dan   evaluasi
perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Sasaran dari pedoman PPRG ini adalah:
I.  Para perencana SKPD pada setiap instansi pemerintah Kabupaten Karawang

(mereka menyusun  rancangan kegiatan).
2.  Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan

dan penganggaran daerah.

C.  Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di
daerah adalah sebagai berikut:

I.  Pendekat  penyusun  program  dan  kegiatan  dengan  menggunakan  metode
gender analisis pathway (QALP) .

2.   Geric!er  bttdget  statement/pernyataan   anggaran   gender   (GAP/PAG)      dan
penyusunan kerangka acuan kegiatan.

3.  Langka-langkah                 analisis        gender                 penyusun        GAP/ PAG
dan  penerapannya  dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

4.  Penyusunan indicator kinerja responsif gender dalam RKA/DPA.
5.  Mckanisme   pemantauan   dan   evaluasi   perencanaan   dan   penganggaran

responsive gender.

D.  Landasan Hukum
1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.    Undang-Undang    Nomor    25    tahun    2004    tentang    Sistem    Perencanaan

Pembangunan Nasional.
3.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   8  Tahun   2008   tentang  Tahapan,   Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

4.    Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Nasional   (RPJMN) 2010-2014.
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5.    Instruksi Presiden Nomor 9   Tahun  2000 Tentang Pengarusutamaan  Gender
Dalam Pembangunan.

6.     Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

7.     Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor  13 Tahun  2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintali  Nonior  8   Tahun  2008  Tentang   Tahapan,  Tata  Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

9.    Peraturan   Daerah   Kabupaten   Karawang   Nomor   1   Tahun   2020   tentang
Pengarusutamaan Gender.

E.  Pengertian Gender

1.   Gender adalah  konsep yang mengacu pada pembedaan  peran  dan  tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya
masyarakat dan dapat berubah. Selain itu, genderdiartikan sebagai pandangan
masyarakat  tentang  perbedaan  peran,   fungsi,   dan  tanggungjawab  antara
perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan
dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan
masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu.

2.   Responsif    Gender    adalah    suatu    kebijakan    program,    kebijakan,    dan
penganggaran yang memperhatikan perbedaan,  kebutuhan,  pengalaman, dan
aspirasi laki-1aki dan perempuan.

3.   Sensitif gender adalah  pola  fikir,  sikap,  dan  tingkah  laku  serta pengambilan
keputusan  yang  memperhatikan  perbedaan  kebutuhan,   pengalaman,  dan
aspirasi laki-laki dan perempuan.

4.   Pengarusutamaan   Gender   (PUG)   adalah   strategi   yang   dibangun   untuk
mengintegrasikan   isu   gender   menjadi   satu   dimensi   integral   mulai   dari
perenc.anaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  dalam
kebijakan dan program pembangunan nasional.

5.   Anggaran Responsif Gender (ARG)  adalah anggaran yang mengakomodasikan
keadilan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  dalam  memperoleh  akses,  manfaat,
partisipasi , pengambilan keputsan dan mengontrol sumber-sumber daya serta
kesetaraan   terhadap   kesempatan   dan   peluang   dalam   menikmati   hasil
pembangunan.

6.    Ciertczer bLtc!get stcitement (GBS) atau pernyataan anggaran gender (PAG) adalah
dokumen yang menginformasikan suatu outpttt kegiatan yang telah responsif
gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan
pana outpttt kegiatan untuk menangani permasalahan kerenjangan gender.

7.   Kesetaraan  gender  adalah  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan
untuk  memperoleh   kesempatan   dan   hak-haknya   sebagai   manusia,   agar
mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial
budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil
pembangunan.

8.   Analisis   gender   adalah   analisis   untuk   mengidentifikasi   dan   memahami
pembagian  peran  laki-1aki  dan  perempuan,  akses  terhadap   sumber-sumber
daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang
mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang,
yang  di  dalam  pelaksanaannya  memperhatikan  faktor  lainnya  seperti  kelas
sosial, ras suku bangsa.
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9.   Data   terpilah    dan    informasi    terpilah    berdasarkan   jenis    kelamin    /sex
c!isaggregatec! czafa/ adalah data kuantitatif atau data/ informasi kualitatif yang
dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-
laki dan perempuan, atau anak laki-1aki dan perempuan.

IO. Perencana     dan  Penganggaran  responsif  gender  merupakan     pendekatan
untuk     mengintai  mengintegrasikan  perspektif     gender  di     dalam  proses
perencanaan dan penganggaran.

11.Perencanaan     yang          responsif     gender     adalah     perencanaan     untuk
mencapai      kesetaraan   dan      keadilan   gender,      yang   dilakukan   melalui
pengintegrasian pengalaman,  aspirasi, kebutuhan,  potensi,  dan penyelesaian
permasalahan perempuan dan laki-laki.

12. Satuan  organisasi  perangkat daerah  (SOPD)    adalah  perangkat daerah  pada
pemerintahan daerah  selaku pengguna anggaran.

13. Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah,   yang   selanjutnya   disingkat   dengan
RKPD    adalah  dokumen  perencanaan    Pemerintah  Daerah  untuk  periode  1
(satu)      tahun  yang  merupakan   penjabaran  dari   Rencana   Pembangunan
Menengah  Daerah  (RPJMD)    dan  mengacu  kepada  RKP    Nasional,  memuat
kerangka ekonomi daerah,  baik yang dilaksanakan  langsung  oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

14. Pagu  ini  merupakan    ancar-ancar    pagu  anggaran  yang  diberikan  kepada
SOPD  untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
ja SOPD.

15. Prioritas  dan  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  adalah  rancangan  program
prioritas  dan  patokan  batas  maksimal  anggaran  bagi  SOPD  untuk  setiap
program   sebagai  acuan   dalam  penyusunan   RKA-SOPD     telah  disepakati
dengan DPRD.

16. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD (RKA-SOPD) Adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan  kegiatan  SOPD,   serta   rencana pembiayaan  sebagai dasar penyusunan
APBD.

17. Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran   SKPD    (RKA-SOPD)       adalah   dokumen
pelaksanaan anggaran badan/ salah/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  adalah rencana keuangan
tahunan   pemerintah   daerah   yang   dibahas   dan   disetujui   bersama   oleh
Pcmerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Derah

19. Kinerja  adalah  keluaran/basil  dari  kegiatan/program yang  akan  atau  telah
dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan    kuantitas  dan
kualitas yang terukur.

20. Indikator  kinerja    adalah  alat  ukur    spesifik  secara    kuantitas  dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaal, dan garis miring
atau dampak yang   menggambarkan  tingkat capalan kinelja suatu program
atau kegiatan.

21. Program  adalah  bentuk  instrumen  kebijakan  yang  berisi  satu  atau  lebih
kegiatan    yang    dilaksanakan    oleh    instansi    pemerintah/lembaga    atau
masyarakat yang dikoordinasikan  oleh  instansi  pemerintah  untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
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22. Kegiatan  adalah  bagian  dari  program  yang  dilaksanakan  oleh   satu  atau
beberapa  satuan  kerja/organisasi  §ebagai  bagian  dari  pencapaian  sarana
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan
sumber daya baik yang berupa  personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan  dan  teknologi,  dana,  atau  kombinasi  dari  beberapa apa
atau ke  semua jenis  sumber daya tersebut  sebagai  masukan  /fnpttt/   untuk
menghasilkan keluaran /oufpw€/ dalam bentuk barang/jasa.

23. Keluar (output)   adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

24. Hasil   /outoome/  adalah   segala   sesuatu  yang  mencerminkan   berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.Indikator adalah kriteria
atau ukuran yang

25. mampu  melihat  perubahan  dari  objek yang dinilai.    indikator dapat  berupa
pointer-pointer,  angka-angka,  pendapat atau persepsi-persepsi.

26. Indikator gender ada kritik atau ukuran untuk mengukur perubahan   relasi
gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

27. Indikator  kinerja  responsif  gender  adalah  perubahan  kinerja  pengurangan
kesenjangan   atau   peningkatan   kondisi   laki-laki   dan   perempuan   setelah
dilakukan kan suatu  intervensi  baik berupa program atau kegiatan.

28. Jenis  kelamin    adalah  perbedaan  biologis  antara  perempuan  dan  laki-laki
terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.

29. Kesenjangan  gender  adalah  suatu  kondisi  di  nana  tidak  ada  kesetaraan
relasi  antara laki-laki dan perempuan.

30. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan
sumber daya (baik sumber daya alam, sosial , titik, ekonomi, maupun waktu).

31. Kontrol  adalah   kekuasaan  untuk  memutuskan   bagaimana  menggunakan
sumber daya  dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.

32. Partisipasi   adalah   pelibatan   atau   keterwakilan   dalam   proses   dari   suatu
kegiatan.

33. Penerima  manfaat  ada  sasaran  garis  program/ke  program/  kegiatan  yang
memperoleh manfaat.

34. Pemantauan    /momtori.ng/    suatu    upaya    mengawal    dan    mengendalikan
pelaksanaan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  responsif  gender.  Bila
dalam proses  ini ditemukan  deviasi, maka dapat  diperbaiki agar tetap  sejalan
dan  konsisten  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai
sasaran yang lebih efektif dan efisien.

35. Penilaian   /eL/afuaffori/     suatu  kegiatan,     dilakukan  dalam   rangka  menilai
keberhasilan  suatu kebijakan,  program,  dan kegiatan yang responsif gender
dalam  kurun  waktu  tertentu.  evaluasi  diarahkan  untuk  membandingkan
antara yang seharusnya  dengan realita, yang dapat dilihat dari indika.tor input,
output outcome, dan dampak.
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BAD  11

KONSEP GENDER, PENGARUSUTAMAAN GENDER, TUJUAN PPRG DAN
RATEcORI ARC

A.    Konsep Gender

Konsep  gender  dan jenis  kelamin  /sex:/ merupakan  dua  konsep  yang
berbeda  namun  sama-sama  menjelaskan  perbedaan  antara  perempuan  dan
laki-laki.  Pengertian jenis kelamin  /sex/ merujuk pada perbedaan atribut fisik
laki-1aki  dan  perempuan   seperti  perbedaan   kromosom,   alat  kelamin,   dan
reproduksi,    hamil,    melahirkan,    menyusui,    menstruasi   serta   perbedaan
karakteristik   fisik   sekunder   seperti   rambut,   pertumbuhan   buah   dada,
perubahan   suara,    dan   seterusnya.    Konsep   jenis   kelamin   menjelaskan
mengenai kodrat Tuhan yang telah memberikan ciri fisik yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan.  Kodrat fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan
dimiliki  sama oleh  laki-laki  dan  perempuan  di  seluruh  tempat  dan  budaya,
serta dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia. Perbedaan jenis kelamin /sex/
dalam   masyarakat  memberikan   konsekwensi  makna   sosial  yang  berbeda
antara laki-1aki dan perempuan.

Sedangkan  konsep  gender  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  yang
diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat
dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya
menurut waktu, tempat dan budaya setempat. Konsep gender diciptakan oleh
keluarga  dan  atau  masyarakat,  yang  dipengaruhi  oleh  budaya,  interpretasi
pemuka  agama,  dan  diturunkan  secara  turun  temurun  dari  generasi  ke
generasi.  Perbedaan  peran  yang  dijalankan  oleh  laki-  laki  dan  perempuan
menghasilkan  perbedaan  gender.   Peran  gender  mempengaruhi  pola  relasi
antara perempuan dan laki-1aki yang disebut sebagai relasi gender.

Perbedaaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat
dalam Tabel  1  berikut :

Tabel  1 :  Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin Gender
Tidak bisa berubah Dapat berubah
Tidak bisa dipertukarkan Dapat dipertukarkan
Berlaku sepanjang nasa Tergantung waktu
Berlaku di mana saja Tergantung budaya setempat
Berlaku bagi kelas dan warna kulit Bukan merupakan kodrat Tuhan
apa saja Buatan manusia
Merupakan kodrat Tuhan
Ciptaan Tuhan
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8.  Pengarusutamaan Gender

Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG)  adalah strategi yang dibangun
untuk   mengintegrasikan   gender   menjadi    satu   dimensi   integral   dari
perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas
kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional.   PUG  ditujukan  untuk
mencapai  keadilan  dan  kesetaraan  gender yang merupakan  upaya untuk
menegakan  hak-hak perempuan  dan  laki-laki atas kesempatan yang sam,
pengakuan  yang  sama  dan  penghargaan  yang  sama  dalam  bernegara,
berbangsa,  dan  bermasyarakat.   Pelaksanaan  PUG  dalam  pembanguann
merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai
akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses
pengambilan  keputusan,   memiliki  kesempatan  dan  peluang  yang  sama
dalam melakukan kontrol,  serta memperoleh   manfaat yang sama terhadap
pembangunan.

2. Kata Kunci PUG

a.  Untuk mencapai kesetaraan gender
b.  Mengadopsi perspektif gender karena memperhitungkan adanya dampak dari

peran gender dan hubungan terhadap kesetaraan gender
c.   Mengintegrasikan   perihal   gender   kedalam   kebijakan-kebijakan   program,

proyek dan aktifitas pembangunan.
d.  Mengintegrasikan perihal gender kedalam agenda pembangunan.
e.   Memasukan    gender   /rometuork   kedalam    rancangan    dan    implementasi

perencanaan dan program.
f.   Membuat  mat.nstream (arus utama)  agar lebih  mudah  diterima dan  kondusif

untuk gender dan tujuan pembangunan.

C. Tujuan PPRG, Prinsip dan Kategori ARG

1 .Tujuan PPRG

Penyusunan PPRG mempuanyai tujuan yaitu :
a.  Meningkatkan   kesadaran   dan   pemahaman   para   pengambil   keputusan

tentang    pentingnya    isu    gender    dalam    kebijakan    pembangunan    dan
mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender

b.  Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-1aki dan perempuan,
termasuk    anak    laki-laki    dan    anak    perempuan    dari    penggunaan
belanja/ pengeluaran pembangunan.

c.   Meningkatkan    efesiensi    dan    efektivitas    penggunaan    anggaran,    serta
membangun   transparansi   anggaran   dan   akuntabilitas   pemeruintahan
daerah.

d.  Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi
terhadap, perempuan dan pembangunan.

e.   Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  baik  laki-laki  dan  perempuan  dalam
penyusunan    perencanaan    anggaran,    pelaksanaan,    pemantauan,    dan
evaluasi.
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f.   Menjamin   agar   kebutuhan   dan   aspirasi   laki-laki   dan   perempuan   dari
berbagai  kelompok  sosial  (berdasarkan jenis  kelamin,  usia,  ras,  suku,  dan
lokasi) dapat diakomodasi kedalam belanja / pengeluaran.

2.  Prinsip-Prinsip ARC yaitu :
ARG  pada  penganggaran  diletakan  pada  oLtcptt{  kegiatan.  Relevansinya

adalah  komponen  input,  dan  otJfpttt kegiatan  yang  akan  dihasilkan  harus
jelas  dan  terukur.  Kegiatan-kcgiatan  dcin  ott€pttt yang  menjadi  faktor  ARC.
ARC yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan yaitu :

1)  Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) pelayanan
kepada masyarakat (sert/2.ce de!juerg) dan/ atau

2)  Pelembagaan    Pengarusutamaan    Gender    (PUG)    yang    didalamnya
termasuk    ccipac`jtg    bttt.!cZz.ng,    advokasi   gender,    kajian,    sosialisasi,
desiminasi,  dan  /  atau  pengumpulan  data  terpilah.  ARC  merupakan
penyusunan  anggaran guna menjawab  secara adil  kebutuhan  setiap
warga   negara,   baik   laki-laki   maupun   perempuan   sebagai   upaya
mewujudkan   keadilan   dan   kesetaraan   gender.   ARC   bukan   fokus
kepada  penyediaan  anggaran  dengan  jumlah  tertentu  untuk  PUG,
tetapi   lebih   luas   lagi,    bagaimana   anggaran   keseluruhan   dapat
memberikan manfaat yang adil untuk laki-1aki dan perempuan.

3.  Kategori ARC

1)  Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu :
2)  Anggaran   khusus   target   gender,   adalah   alokasi   anggaran   yang

diperuntukan  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  khusus  perempuan
atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan analisis gender.

3)  Anggaran kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk mengatasi
masalah   kesenjangan   gender.   Berdasarkan   analisis   gender   dapat
diketahui   adanya   kesenjangan   dalam   relasi   antara   laki-laki   dan
perempuan dalam akses terhadap sumberdaya, partisipasi dan kontrol
dalam   pengambilan   keputusan,   serta  manfaat  dari   semua  bidang
pembangunan.

4)  Anggaran  pelembagaan  kesetaraan  gender  adalah  alokasi  anggaran
untuk   penguatan   kelembagaan   PUG,   baik   dalam   hal   pendataan,
maupun capacitg building.
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BAB Ill

DATA TERPILAII GENDER, INDIKATOR KINER.A
DAN INDIKATOR RESPONSIF GENDER

A. Pengertian Data Terpilah

Sccam sederhana data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu
yang   dapat   dipercaya   kebenarannya,   sehingga   dapat   dijadikan   dasar   untuk
membuat  kesimpulan.  Dalam  konteks  penerapan  PPTG  di  daerah,  data  terpilah
menurut   jenis    kelamin    dan    gender    statisktik    sangat    diperlukan    untuk
memformulasikan kebijakan pembangunan. Pengertian data terpilah menurut jenis
kelamin adalah data yang dipilah menurut jenis kelompok laki-laki dan perempuan,
sedangkan  gender  statistik  adalah  data  terpilah   menurut  jenis  kelamin  yang
menunjukan isu gender.  Bentuk data terpilah bisa kuantitatif bisa pula kualitatif.
Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan
kegiatan  dapat diketahui  posisi,  kondisi,  dan  kebutuhan  masyarakat perempuan
dan   laki-1aki   dalam   berbagi   bidang  pembangunan,   serta  permasalahan  yang
dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan
tempat dan waktu,  penyebut tempat dan  waktu  menjadi  satu  hal yang penting,
sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut
tempatnya (contoh lihat lampiran). Terdapat beberapa jenis data, sebagai berikut :

1)  LJenis  data  menurut  sumber  dapat  dibedakan  atas  data  internal  dan  data
eksternal. Data internal menunjukan data yang bersumber dari data internal
(SOPD),  sedangkan  data  eksternal  berarti  data yang  bersumber  dari  pihak
luar (diluar SOPD) . Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, disusun,
diolah,  dan  disajikan  sendiri  oleh  lembaga yang membuat data.  Umumnya
data  primer  berisikan  data yang  sifatnya  spesifik  tentang  suatu  masalah,
sementara data sekunder berisikan data yang sifatnya umum (makro) tentang
suatu masalah.

2)  Jenis data menurut waktu.  Pengumpulan data atas dasar perspektif waktu
dapat  dibedakan  menjadi  data  runtun  waktu  (tt.me  sen.es)  dan  data  lintas
tempat (cross sectjon).  Data runtun waktu dapat disebut pula sebagal data
historis menurut cakupan waktu. Data runtun waktu bisa berwujud kedalam
satuan tahun, kuartal,  bulan, minggu, hari, atau ukuran waktu yang lebih
kecil.  Data lintas tempat sebagai data mengenai banyak obyek dengan satu
unit waktu. Banyak obyrek bisa berisikan dimensi tempat.

3)  LJenis  data menurut bentuknya.  Data menurut bentuknya dapat dibedakan
menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang
mencatat fakta yang diwujudkan dalam bentuk angka/ numerik. Sedangkan
data  kualitatif  adalah   data  yang  merekam   fckta  bukan   dalam  bentuk
angka/numerik   melainkan   dalam   bentuk   kategori   yang   sifatnya   lebih
deskriptif.   Pencatatan   data   kuantitatif  biasanya   menggunakan   standar
pengukuran   yang   tetap   dan    lebih    pasti,    sedangkan    data   kualitatif
menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subyektif.
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8. Manfaat Data Terpilah

Manfaat  data  yang  sifatnya  terpilah  menurut jenis  kelamin  maupun  yang
belum  pada  dasamya  adalah  untuk  membuat  keputusan  bagi  para  pembuat
keputusan (c!ecist.on mciken.  Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam
pembangunan   adalah.    Sebagai   prasyarat   bagi   pembuat   keputusan   untuk
perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selaili itu data dijadihan dasar untuk
melakukan  evaluasi kinelja.  Dengan data yang dikumpulkan  setiap  SOPD,  dapat
diketahui kinerja daerah atau membandinghkan hasil capaian kinelja pelaksanaan
PUG. Adapun manfaat dari data terpilah adalah :

1.  Mengetahui  kondisi  dan  situasi  perempuan  dan  laki-laki  di  berbagai  bidang
pembangunan atas pelaksanaan PUG.

2.  Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi dan
kebutuhan perempuan dan laki-1aki menurut potensi yang dimiliki.

3.  Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu
gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Uraian data terpilah diatas dapat dikelompokan berdasarkan sumber datanya, jenis
data dan manfaat data,
Melalui Tabel 2, berikut ini :

Tabel 2  :  Pengelompokan Data

NO
Dasar Klasifikasi

UraianData Terpilah

1 Sumber Data

Data Primer Secara langsung diambil dari obyek
/ obyek penelitian oleh perorangan
maupun organisasi

Data Data yang didapat tidak secara langsung
Sekunder dari obyek penelitian.

Peneliti mendapatkan data yang sudah
jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan
berbagal cara atau metode balk secara
komersial maupun non komersial.

2 Jenis Data

Data Data yang dipaparkan dalam bentuk
Kuantitatif angka-angka, misalnya jumlah pegawai

perempuan dan laki-laki menurut jenis
pendidikan yang ditamatkan

Data Data yang disajikan dalam bentuk kata-
Kualitatif kata yang mengandung makna

3 Pemanfaatannya

Data Dasar Data yang pemanfaatannya ditunjukan
untuk keperluan yang bersifat luas baik
oleh pemerintah maupun masyarakat dan
umumnya dikumpulkan oleh EPS, PBB,
Bappenas.

Data Data yang pemanfaatannya ditunjukan
Sektoral untuk memenuhi kebutuhan instansi

tertentu dalam rangka penyelenggaraan
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tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan sektor.

Data Data yang dikumpulkan oleh masyarakat
Khusus untuk kepentingan spesifik seperti dunia

usaha dan lainnya.

C. Indikator Kinerja

lndikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu
kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu :
1.   Indikator Kinerja I.riptt£ (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya,
dana, SDM, informasi, kbijakan dan lain-lain.

2.   Indikator kinerja proses dalah  segala sesuatu yang menunjukan upaya untuk
mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output).

3.   Indikator Kinerja  ot/tpttt (keluaran)  adalah  sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.

4.   Indikator  kinerja  ottteome  (hasil)  adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan
berfungsinya keluaran (ott€pttc) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)

5.   Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaLksanaan kegiatan.

6.   Indikator  kinerja  dampak  (fmpcict)  adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan,  baik
positif maupun  negatif pada  setiap  indikator berdasarkan  asumsi yang  telah
ditetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah :
1.   Spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi
2.   Dapat diukur secara obyektif, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3.    Relevan, kinerjanya harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4.   Dapat   dicapai,   artinya   harus   berguna   untuk   menunjukan   keberhasilan

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5.   Fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6.   Efektif,    data   dan    informasi   berkaitan    dengan    indikator   kinerja   dapat

dikumpulkan,   diolah,   dianalisis,   dengan   biaya   yang   tersedia   oleh   suatu
lembaga.

D.  Indikator Responsif Gender

lndikator  responsif gender  atau  Genc!er-serlsit€t/e  €rrd{ccitor yang  mempunyai
fungsi  yang  spesifik  untuk  menunjukan  perubahan-perubahan  yang  berkaitan
dengan   gender   dalam   pembangunan.   Indikator-indikator   ini   harus   mampu
menunjukan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki.
Dengan  menggunakan  indikator  responsif  gender  dalam  suatu  program  akan
membantu membuat perencanaan yang lebih efektif,  sehingga dapat menciptakan
pelayanan yang  semakin baik.    Indikator responsif gender atau  indikator sensitif
gender  mampu  menangkap  perubahan  terkait  dengan  gender  sepanjang  waktu
tertentu.    Indikator   responsif   gender   ini    menyajikan    suatu    keadaan   yang
memisahkan anatara laki-laki dan perempuan dan menunjukan hubungan gender
yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang
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baru,  tetapi  hanya menjelaskan  lebih  rinci  siapa penerima manfaat program dan
kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan.

BAD rv

SIINKRo"ISA§I pEREINCA"AAm
PBNGANcOARA)I DAN KERANGKA PPRG

DALAM slKLus ANGGARAN mNERIA

A. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan dokumen perencanaa.n dan penganggaran merupakan satu kesatuan
yang terintegrasi. Skema dibawah ini menjelaskan keterkaitan antara perencanaan
dan penganggaran.

IDIIIIIIIII+IIIIIIII+IIIIIIIII+ •1111111111.11

I+DIII+blll-

Ill

I.....:,..`

Ed-II
Diagram 4.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Diagram 4.1  menggambarkan keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran.  Penyusunan  dokumen  perencanaan  strategis  yang  digambarkan
diatas  merupakan  bagian  penentuan  prioritas  tindakan  untuk  mencapai  tujuan
tertentu,   dengan   rencana   dan   target-target   yang   ingin   dicapai,    kemudian
dilanjutkan  dengan  penyusunan  penganggran  yang  menggambarkan  bagaimana
alokasi   sumber   daya   yang   diperlukan   untuk   mencapai   tujuan   yang   telah
ditetapkan.  Bagi  pemerintah  daerah  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan
jangka panjang dan menengah harus mengacu, memperhatikan dan mempedomani
dokumen perencanaan dan penganggaran nasional. Dokumen RPIJMD yang disusun
daerah  akan  dijabrkan  kedalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  dan
menyusun Rencana Strategis (Renstra)   SOPD yang menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kelja (Renja).

Untuk  menjamin  konsistensi  antara  perencanaan  di  level  daerah  dengan  dilevel
SOPD,  RPJMD  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  Renstra  SOPD,  dan  RKPD
akan diacu ndalam penyusunan Renja SOPD. Perencanaan Pembangunan Nasional
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dan Daerah disusun dengan menggunakan politik, teknokratik, partispatif,  bottom
up dan top dou/n, yang dijelaskan sebagai berikut :

Diagram  4.2  Pendekatan  Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan
Daerah

8. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Diagram 4.3 : Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Diagram  4.3   menjelaskan   tentang  siklus   penhelolaan   keuangan  daerah  yang
dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu :
1.   Perencanaan. Penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari

menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD,
Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS, Dan RKA SKPD hingga penjabaran
APBD dan DPA.
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2.   Pelaksanaan dan Penatausahaan. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam  RKA dan  DPA  SKPD  harus dilaksanakan  seluruh  SKPD  dan  dilakukan
penatausahaan.

3.   Pelaporan dan  Pertanggungjawaban.  Pelaksanaan  program dan kegiatan yang
sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan
pemeriksaan.
4.  Pengawasan  dan  Bvaluasi.  Pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  program

dan   kegiatan   dilakukan   untuk   mengetahui   keberhasilan   dan   kendala
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD.

C. Kerangka PPRG dalam Silklus Anggaran Kinerja

Kerangka Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian dari
subsistem  dari  pendekatan  manajemen  berbasis  kinerja.  Kerangka  kinerja  PPRG
dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui Diagram

Diagram 4.4  : Kerangka PPRG dalam Proses Penyusunan anggran Kinelja

EEii

Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan,
yaitu  :
1.   Penilaian   masalah.   Melakukan   identifikasi  permasalahan  dan  isu-isu  yang

dihadapi  masyarakat  dan  pemerintah  (isu-isu  strategis),  melakukan  analisis
untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal
dan membuat skala prioritas.

2.   Penyusunan  strategi.  Mengembangkan  strategi, yaitu menyusun program dan
kegiatan untuk mengatasi pemasalahan berdasarkan hasil analisis.

3.   Penganggaran.     Menyiapkan     anggaran     (alokasi     sumber     daya)     dengan
mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau
sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.

4.   Pengukuran   kinerja.    Mengidentifikasi   ukuran    kinelja   untuk   memonitor
efektivitas  kegiatan  dan  kemajuan  pencapaian  tujuan yang telah  ditetapkan,
melakukan   analisis,   apakah   program   dan   kegiatan   memenuhi   tuntutan
masyarakat,  jika   tidak,   maka   program   dan   kegiatan   dapat  direvisi   atau
dievaluasi untuk keberlanjutan program.

Sistem  anggaran  berbasis  kinelja  menekankan  pada  perumusan  indikator
kinerja  ot/tpttt  dan  outoome.  Untuk  memahami  apa  dan  bagaimana  posisi
indikator kinerja dalam  managemen  berbasis  hasil,  terdapat  pada diagram
4.5
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Diagram  4.5  menggambarkan  apa  yang  ingin  diubah  dengan  hasil  dan
keluaran.  Untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  dibutuhkan  input  atau
sumber daya yng digunakan.
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BABV

LANGKAH-LANGKAII PENYUSUNAN
PPRG KABUPATEN KARAWANG

A,  Penyusunan GAP

Geric!er Analysis Pathtoau (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP
didasarkan   pada   sebuah   kebijakan/program/kegiatan  yang   sudah   ada,   atau
dokumen kebijakan/ program/ kegiatan yang akan disusun.

Metode GAP meliputi 9 (Sembilan) langkah yaitu :

Tabel 3  :  Metode GAP

Langkah-langkah GAP Penjelesan
1 . Pilih o  Memilih        kebijakan/ program/ kegiatan

kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisi
yang akan dianalisa o  Menuliskan                                           tujuan

kebijakan/program/kegiatan
2. Menyajikan data pembuka o  Menyajikan data pembuka wawasan yang

wawasan terpilah menurut jenis kelamin
o  Data    terpilah    ini    bisa    berupa    data

statistik   yang    kuantitatif   atau   yang
kualitatif,  misal  hasil  survei,  hasil  F`GD,
review    pustaka,    hasil    kajian,    hasil
pengamatan,      atau      hasil      intervensi
kebijakan/ program/ kegiatan             yang
sedang dilakukan

3. Mengenali faktor o  Menemukenali    dan     mengetahui    ada
kesenjangan gender tidknya factor kesenjangan gender

4. Menemukenali sebab oTemukenali     isu     gender     di     internal
kesengjangan internal 1embaga,    misalnya       terkait       dengan

produk  hukum,  kebijakan,  pemahaman
gender  yang  masih kurang diantara

5. Menemukenali sebab o Temukenali       isu   gender   di   eksternal
kesenjangan eksternal lembaga,     misalnya     apakah     budaya

patriakhi,    gender    stereotype    (laki-laki
yang selalu dianggap sebagai kepala)

6. Reformulasi Tujuan o  Merumuskan            kembali            tujuan
kebij akan / program / kegiatan         supaya
responsif

7. Rencana Aksi o  Menetapkan rencana aksi
c>  Rencana    aksi    diharapkan    mengatasi

kesenjangan gender yang teridentifikasi
8. Data Dasar o  Menetapkan   data   dasar   yang   dipilih

untuk mengukur kemajuan (progress)
o  Data  yang  dimaksud  diambil  dari  data

pembuka wawasan yang telah
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9. Indikator Gender o  Menetapkan   indikator   gender   sebagai
pengukuran hasil melalui ukuran

Format dokumen gender Analysys Pathway yang digunakan adalah sebagai berikut:

Langkah  1 Langkah 2 Langkah 3 Iungkah 4 Langkch 5 Langkch6 Lengkah7 Langkall8

Pilih Data lou gender Kebi_i akan           dan
kebijakan/Kegiatan/yangakan pembukawawasan rencana ke depan

Faktor Sebat) Sebab Reformul Renca
dianalisis kesenjangan kesenjanga kesen]aLng asi tujuan na

n internal anekstemal Aksi

Datadasar

(base-
linel

I  Identifikasi Sajikan Temukenali Temukenal Temu Rumusak Tetapk Tetapk
dan   tulisan data isu  gender  di i isu gender kenali   isu an an an
tujuan   dari pembuka Proses intenal gender    di kembali rencan base-
kebijakan/ wawasan perencanaan lemba8a ekstemal tujuan a   aksi line
Program/ yang dengan dan/    atau lembaga kebijakan yang
kegiatan terpilah memperhatik budaya pada /program respon

menurut an   4   (empat) organi§asi Proses / sifgen
jenis faktor yang  dapat pelaksana kegiatan der
kelamin   :- kesenjangan, menyebabk an sehingga
kuantitatif yaiut  :  akses, an menjadi
- kualitatif partisipasi, teljadinya responsif

control      danmanfaat isu gender gender

Alur kelja GAP di uraikan melalui diagram 4.6, berikut ini :
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8.  Penyusunan GBS

Beberapa    komponen   yang    perlu    diperhatikan    dalam    menyusun    GBS/PAG
dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4 :  Komponen GBS

KomponenGBS Uraian

1 ProgramKegiatan Nana program SOPD (sesuai dengan Renstra)NamakegiatanSOPD(sesuaidenganren

2 IndikatorKinerjaKeiatan 1aIndikatorkinerjakegiatandiambildariindikator kinerja yang ida-ipadaatauRenja

3 TuuuanKegiatan Tujuan keglatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SOPD (Tujua-n|yangadapadalangkahI

4 AnalisisSituasi

§]:::::;::|Lrisg::e:rk:e::ri§L;:ea:¥::ne:::e:is::;::::nk:jj;[aj::::::ae:I);a€:::in:i,:3:,ii::I;:Ilangkah5.
5 Rencana   Aksi(Langkah7 Keglatan/Subkegiata Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP

GAP           vang n I
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dirinci menjadisubkegiatan/tahapankegiatan
Ii

Sub Uraian mengenai tahapan pelaksanaan
kegiatan  1 pencapaian output
Sub Uraian mengenai tahapan pelaksanaan
kegiatan 2 pencapaian Output
Sub UrQicin mengenai tahar)an pelaksanaai-I  I
keriatan 3 pencapaian output
Sub Uraiian mengenai tahapan pelaksanaan
kegiatan 4 pencapalan output                              _ +
Subkegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan i[pencapaianouti)ut

Kegiatan Output Output    kegiatan   yang   dirumuskan

::hnjg:ngmk::gag:iLga):n8E:?an9g  GdAapri i
jasa/pelayanan  yang  dihasilkan    c!ti-ri IkegiatanSOPD

6 Alokasi Anggaran Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapai£\.`,  ,
Sumber Daya output kegiatan                                                                        `

SDM -

Peralatandanmesin
i

7 Dampak/HasilOutputkegiatan Dampak/hasil   dari   output   kegiatan   yang   dihasilkan   unt+jr])£::::jpaan;::nougt::Teerp::;:ammes¥eDrb::f]dfhoanrda£%¥aTakT.e,:k¥radna::I

pere mpuan                                                                                                             I
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C.  Penyusunan TOR/KAK

Term  a/ re/errence  (TOR)  atau  Kerangka Acuan  Kegiatan  (KAK)  diartikan  sebagai
suatu   dokumen   yang   berisi   penjelasan/keterangan   mengenai   kegiatan   yang
diusulkan  untuk  dianggarkan   dan   perkiraan   biayanya.   TOR/KAK  merupakan
dokumen yang menerangkan  segala sesuatu  tentang rencana pelaksanaan  suatu
kegiatan.

Ada 5 (lima) komponen yang penting diperhatikan dalam menyusun TOR yaitu :

1.  Latar Belakang
Latar belakang menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan
kegiatan.   Uraian  gambaran  umum  menjelaskan  secara  singkat  mengapa
suatu   aktivitas   dilaksanakan,   alasan-alasan   mengapa   kegiatan   perlu
dilaksanakan.

2.  Penerima Manfaat
Sasaran  kegiatan  yang  dilaksankan  harus jelas  siapa  yang jadi  penerima
manfaat.
Uraian  siapa yang menjadi penerima manfaat program/ kegiatan.

3.  Strategi Pencapaian Keluaran
Strategi Pencapaian  Keluaran menjelaskan  tentang (i)  Metode pelaksanaan,
cara pelaksanaan,  misalnya, apakah berupa kontraktual atau swakelola,  (ii)
Tahapan dan waktu pelaksanaan. Tahapan atau komponen masukan yang
digunakan  dalam  pencapaian  kelua.ran  diuraikan  secara  jelas,  misalnya
jadwal,   waktu    pelaksanaan,    dan   keterangan   kelanjutan   pelaksanaan
kegiatan.

4.  Waktu Pencapaian
Pencapaian  output kegiatan adalah  menerangkan waktu untuk pencapaian
output kegiatan yang direncanakan.

5.  Biaya Yang Diperukan
Menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran
kegiatan.   Biaya  merupakan   total  anggaran  yaitu   sebesar  nilai   nominal
tertentu yang dirinci  dalam  Rencana Anggaran  Belanja  (RAE).  Penyusunan
TOR/KAK  untuk  Daerah,  belum  ada  format  yang  baku  sesuai  regulasi.
Namun,   untuk   menyusun  TOR/KAK   biasanya   mencakup   beberapa   hal
yaitu :

Program Diisi Nama Program
Sasaran Program Apakah      yang      menjadi      tujuan

Program
Kegiatan Diisi nama kegiatan
Latar Dasar Hukum Dasar      hukum      terkait      dengan
Belakang program dan kegiatan

Gambaran Gambaran     situasi     persoalan     di
Umum daerah yang relevan dengan kegiatan

yang dilakukan
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Kegiatan UraianKegiatan Rincian kegiatan atau aktivitas

Indikator I ndikator             untuk             me nilai
Kegiatan keberhasilan sebuah kegiatan
BatasanKe8iatan

Maksud dan Tujuan Tujuan   yang   ingin   dicapain   dari
Sebuah kegiatan

Cara Pelaksanaan Kegiatan Metode pelaksanaan kegiaLtan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan Isokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana  dan  penangguang Pihak / aparat          yang          menj ad i
LJawab kegiatan pelaksana    dan    bertanggungjawab

atas pelaksanaan kegaitan
Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan
Biaya Kebutuhan dan rincian biaya untuk

pelaksanaan kegiatan

D.  Keterkaitan GAP, GBS dengan TOR dan RKA/DPA

Berkenaan dengan hasil analisis GAP, GBS dan cara aplikasinya dalam penyusunan
TOR dan RKA dijelaskan pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 keterkaitan GAP, GBS dengan TOR dan RKA

Langkah Data terpilah Data terpilah yang Program dalam
2 disajikan dalam mengandung isu BRA harus

analisis situasi gender dan relevan sesuai dengan
disajikan dalam TOR nama programyangadapadaGBS(sesuaiRenstra/RenjaSKPD)

Langkah Uraian langkah 2, 3, Deskripsi
3, 4, dan 4 dan 5 GAP kesenjangan gender
5 disajikan kembali menjadi tambahan

pada analisis situasi latar belakang
Langkah Tujuan mengacu Tujuan pada TOR Kelompok
6 pada reformulasi dapat mengambil sasaran dalam

tuj.uan langkah 6 reformulasi tujuan BRA
GAP langkah 6 GAP ditentukanberdasrkanhasilanalisisGASPdanGBSatauyangadadalamTOR

Langkah Komponen Komponen Kegiatan dalam
7 kegiatan/subkegiatan kegiatan/subkegiatan RRA harus

(aktivitas) mengacu dalam TOR mengacu sesuai dengan
pada renja SKP Renja SKPD
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GBS (sesuaiRenjaSKPD)

Langkah Chtpttt pada GAP Tentukan komponen Rumusan
8 GBS mengacu pada subkegiatan dalam Ot,tpttt dalam

tujuan kegiatan TOR mengacu Renja RRA dengan
SKPD mengambil darioutptttkegiatanpadaGBS

Langkah Dampak/hasil Rumusan sasaran Rumusan
9 mengacu pada penerima manfaat outcome dalam

langkah 9 GAP dalam TOR dapat RRA dapat
menggunakan mengambil
analisis tujuan, rumusan
rumusan indikator
output/ outcome paLda. gender pada
GBS GAP atauindikator hasilpadaGBS

Tabel  5   diatas  menjelaskan   ketcrkaitan   GAP,   GBS   dengan  penyusunan
TOR/KAK  dan  RKA/DPA.  Hal  penting yang perlu  diperhatikan  adalah  hasil
GAP  dan  GBS  yang  selanjutnya  dokumen  tersebut  dijadikan  acuan  dalam
penyusunan RKA SKPD.

F.  Integrasi PPRG dalam Sistem Perencanaan di Kabupaten Karawang

lntegrasi  PPRG  ke  dalam  Sistem  Perencanaan  di  Kabupaten  Karawang  terdapat
dalam beberapa hal sebagai berikut :

a.  Pemanfaatan  data  terpilah  gender  sebagai  data  pembuka wawasan  baik
dalam Gender Analysis Pathway maupun dalam Gender Budget Statement.
Penggunaan  data  untuk  perencanaan  program  dan  kegiatan  biasanya
hanya menggunakan data yang bersifat umum,  ini akan  mempengaruhi
tingkat  kinelja yang  akan  dicapai.  Akan  berbeda  apabila  menggunakan
data pilah gender. Manfaat menggunalm data pilah gender adalah :
1.  Digunakan untuk melokalisir atau mempersempit ruang mpemecahan

masalah pembangunan
2.  Data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri tergantung

pada jenis analisis yang akan digunakan.

Data  terpilah  dan  informasi  terpilah  berdasarkan jenis  kelamin  (sex
c!isciggregacec!  c!ata)  adalah  data  kuntitatif atau  data/  informasi  kualitatif
yang    dikumpulkan    dan    dipresentasikan    berdasarkan   jenis    kelamin,
penduduk laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki dan perempuan. Data
terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah
antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan  /  hal-hal yang
menjadi perhatian.

Data informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umumdari laki-
laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya
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angka melek hurup, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha,
lapangan pekerjaan, perbedaan upah,  kepemilikan rumah dan tanah,  serta
pinjaman dan lainnya.

Melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor ..................  sebagai upaya

pengelolaan  data  pembanguna  yang  meliputi  :  Pengumpulan,  pengolahan,
analisis.     dan     penyajian     data    yang     sistematis,     komprehensif    dan
berkesinambungan yang dirinr`i menurut jenis kelamin, dan umur serta data
kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk
digunakan  dalam  upaya  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender.  Tim  ini
dibentuk    agar    mempermudah     proses     pengumpulan     dan     updating
rutin/berkala  Data  Terpilah  pada  masing-masing  SOPD  melalui  prosedur
standar operasional yang menjadi lampiran pedoman ini.

b.  Pelaksanaan   PPRG    pada   setiap   Tahapan    Penyusunan   Program   di
Kabupaten Karawang

Penyusunan   PPRg   sebagai    salah    satun   dari    pelaksanaan   PUG
merupakan  suatu  hasil  pemahaman  tentang  PUG  dan  bentuk  semnagat
untuk   mewujudkan   Keadilan   dan   Kesejahteraan   Gender   (KKG)   dalam
pembangunan.  KKG  merupakan  salah  satu  solusi yang menjembatani agar
program pembangunan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat
yang terdiri dari perempuan, 1aki-laki, dan anak-anak.

Pemenuhan kebutuhan yang pada kenyataannya selain dari kebutuhan
umum  yang  dirasakan  seluruh  masyarakat juga  ada  kebutuhan  spesifik
gender   (kebutuhan   spesifik   laki-laki,   perempuan   dan   anak-anak)   dan
kebutuhan   intuk   menyelesaikan   masalah-masalah   yang   menyebabkan
adanya ketimpangan antara laki-1aki, perempuan dan anak baik dalam proses
dan  hasil  pembangunan.   Menjawab  kebutuhan  tersebut,  pada  dasarnya
pelaksanaan PPRG meruapakan sebuah nana lain dari proses perancangan
program   pembangunan   yang   memeperhatikan   kondisi   dan   kebutuhan
masyarakat.

1.  Tahap     Penggalian     Kebutuhan     Masyarakat     melalui     Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenba.ng)

Proses tersebut dalam  sistem  perumusan program  pemerintah  diwadahi
dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
telah ada dan dirancang dari tingkat paling bawah yaitu desa hingga pusat.
Proses musyawarah berjenjang yang mensyaratkan kehadiranwakil-wakil
masyarakat  temasuk  perempuan  dan  anak  pada  setiap  tahapannya
dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  bagian  masyarkat  dapat
menyuarakan kebutuhannya. Kesepakatan hasil Musrenbang merupakan
representasi kebutuhan masyarakat.

Hasil   Musrenbang   kemudian    menjadi   pertimbangan    utalna   dalam
penyusunan   program   SOPD.   Ini   berarti,   program   SOPD   merupakan
representasi  kebutuhan  masyarakat.   Proses  PPRG   telah  dimulai  dari
proses   pelaksanaan    Musrenbang   di   desa   dan   pada   setiap   tahap
penyusunanan program SOPD.

Tahapan Peran Fasilitator Kemampuan Peran Analisis
Musrenbang Musrenbang Fasilitator Pemenuhan

Musrenbang Kebutuhan SeluruhUnsurMasyarakat
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Musrenbang -    Memastikan -    Mengetahui -    Mengumpulkan         I

Desa ketervakilan masalah-

=°::s}=i:as:::rykaa:tg    I
perempuan dan masalah umum,
anak khusus untuk

-    Memastikan laki-laki, melandasi

perempuan dan perempuan kebutuhandan         1
anak atau anak, serta ajuan program
menyampaikan yang dapal -Mcnganalisis siapa

usualan mengatasi membutuhkan apa
-    Memastikan masalah -     Memilihajuan            I

usulan yang ketimpangan dalam kategori
disampaikan yang ada di umum,khusus,       I
mewakili Desa tersebut untuk laki-laki,
kebutuhan dan di

::raekmspe:taanyaatnagu      Iperempuan dan Kabupaten
anak Karawang dapatmengatasi       '

-    Memastikan -    Mengetahui masalah
usulan yang prioritas ketimpangan yang
disampaikan pembangunan ada,
menjadi bagian pemerintah •     Menganalisisapa      I

usulan -    Mampu yang diperlukan
Musrenbang melakukanfasilitasiyang untukmengatasi      Imasalahyang

adil dan umum, spesifik
berimbang laki-laki,perempuan dan        ianak.I

Musrenbang -    Memastikan -    Mengetahui -     Mengumpulkan         )
Kecamatan usulan di Masalah- informasi terkait

tingkat desa masalh umum, kondisi                           I
terserap sesuai khusus untuk masyarakatyang     '
dengan skala laki-laki, melandasi
prioritas yang perempuan kebutuhandan        ,
mengacu pada atau anak, serta ajuan program-=::gba:tajisisa:1::: ,
kajian kondisi yang dapat
umum mengatasi
kecamatan dan masalah -    Memilih ajuan
prioritas ketimpangan dalam kategori
pmbangunan yang ada di umum, khusus,
Jabar Desa dan untuk laki-laki,

-    Memastikan Kecanatan perempuan atau      ,
usulan tersebut serta di anak serta yang
program yang Kabupaten dapat mengatasi
memenuhi Karawang masalah
kebutuhan -     Mengetahui ketimpangan yang   Iada,
laki-laki, prioritas
perempuan dan pembangunan -    Menganalisis apa
anak sebagian pemerintah yang diperlukanuntukmengatasi
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dari usulan -    Mampu masalah yang
musrenbang. melakukan umum, spesifik

fasilitasi yang laki-laki'
adil dan perempuan dan
berimbang anak.

Musrenbang sebagai  tahap penting dalam menggali kebutuhan masyarakat yang
akan   terwadahi   dalam   program   harus   dapat   memastikan   proses  yang   telah
menjamin  terwadahinya  masukan  dalam  bentuk  kebutuhan  dan  data  awal  bagi
penyusunan program. Tahap selanjutnya adalah Forum SOPD

2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahapan  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap,  Forum  SOPD  dan  Musrenbang  RKPD
Kabupaten.   Forum   SOPD   menghasilkan   Rencana  Kerja   (Renja.).   Forum   SOPD
dihadiri  oleh   Delegasi   Kecamatan   (terdapat  perwakilan   kelompok  perempuan),
organisasi  sektoral  (missal:  Dewan Pendidikan untuk Forum  Pendidikan,  IDI  dan
181 untuk Forum Kesehatan),

Kepala   SOPD,   LSM   dengan   bidang   kerja   sesuai   dengan   fungsi   SOPD,   dan
ahli/profesi, Tahapan ini sangat penting dalam menghasilkan rancangan program
kerja  SOPD  yang  responsif gender.  Pada  tahap  ini  semua  pihak  dalam  memberi
masukan  dalam  proses  penyusunan  program  dengan  di  landasi   analisis  gender
merupakan awal penarikan inti kebutuhan masyarakat ke dalam bentuk program
dan kegiatan SOPD.

Hasil    Forum    SOPD    selanjutunya    didiskusikan    dalam    musrenbang    RKPD.
Musrenbang  RKPD  Kabupaten  menghasilkan  masukan  tahapan  dokumen  RKPD.
Musrenbang  RKPD  Kabupaten  dihadiri  oleh  delegasi  Musrenbangcam,  delegasi
F`orum  SOPD,  BPKAD,  DPRD,  LSM yang bekerja di tingkat kabupaten,  perguruan
tinggi,  pelwakilan  Bappeda,  Tim  Penyusun  RKPD,  Tim  Penyusun  Renja  SOPD,
Panitia/Tim   Anggaran    eksekutif   maupun    DPRD.    Hasil    Musrenbang    RKPD
merupakan  hasil akhir dari forum yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Musrenbang RKPD  merupakan tahapan saringan, penajaman,  pengurangan atau
penambahan pada Renja SKPD.

TahapPenysunan

Peran F`asilitator Kemampuan
Peren analisis

Rencana Pemenuhan
Kerja Fasilitator Kebutuhan Seluruh

PembangunanDaerah Masyarakat

Forum - Memastikan -  Mengetahui -  Menganalisis siapa
SKPD keterwakilan masalah- membutuhkan apa

perempuan dan masalah -  Memilih ajuan dalam
anak umum, kategori umum,

- Memastikan khusus, kusus untuk laki-
perempuan dan untuk laki- laki, perempuan,
anak laki, atau anak serta yang
menyampaikan perempuan dapat mengatasi
usulan atau anak masalah

- Memastikan usulan serta yang ketimpangan yang
yang dismpakan dapat ada
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mewakili kebutuhan mengatasi -  Menganalisis

perempuan dan masalah program yang
anak ketimpangan diperlukan untuk

- Memastikan usulan yang ada di mengatasi masalah
yang disampaikan kabupaten yang umum, spesifik
menjadi bagian dari -  Mengetahui 1aki-1aki, perempuan
usulan Forum prioritas dan anak mengkaji
SOPD pembangunan ajuan program

Kabupaten berdasarkan
dan Provinsi pertimbangan
Jawa Barat kebutuhan umum,

-  Mampu khusus untuk laki-
melakukan laki, perempuan atau
fasilitasi yang anak serta yang
adil dan dapat mengatasi
berimbang masalahketimpangan yangada-MemformulasikantujuanpelaksanaanProgram-Memformulasikan    ,targetcapaianProgram

Musrenban - Memastikan usulan -  Mengetahui -  Mengkaji hasil

8 RKPD ditingkat desa masalah- Forum SOPD
terserap sesuai masalah -  Mereformulasi tujuan
dengan skala umum, berdasarkan analisis
prioritas yang khusus untuk siapa membutuhkan
mengacu pada laki-laki' apa
kajian kondisi perempuan -  Mengkaji ajuan
umum kecamatan dan anak program/kegiatan
dan prioritas serta yang berdasarkan
pembangunan dapat pertimbangan
Kabupaten mengatasi kebutuhan umum,
Karawang Jawa masalah khusus untuk laki-
Barat ketimpangan laki, perempuan,

- Memastikan usulan yang ada di atau anak serta yang
program yang desa dan dapat mengatasi
memenuhi kecamatan masalah
kebutuhan laki-laki, tersebut serta ketimpangan yang
perempuan dan di Kabupaten ada
anak sebagai bagian Karawang -  Mengkaji formulasi
dari usulan Jawa Barat target capaian
Musrenbang -  MengetahuiprioritaspembangunanKabupatenKarawangJawaBarat-Mampumelakukanfasilitasiyangadildanberimbang Program
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1.  Tahap Pembahasan KUA dan PPAS
Hasil  dari   Musrenbang  RKPD   akan  dipertimbangkan  di  dalam  tahapan
pembahasan  KUA dan  PPAS yang dilakukan  oleh TAPD  dan  DPRD  sebagai
bentuk representasi dari perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat. KUA
dan PPAS merupakan pedoman utama penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)  SOPD yang menentukan bentuk kegiatan  dan jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan.

Pada   tahap   ini,   pembahasn   dilakukan   oleh   pihak-pihak  yang  memiliki
kewenangan  untuk  melakukan  pembahasan  KUA  dan  PPAS.   Hasil  dari
tahapan     ini     analisis     pemenuhan     kebutuhan     seluruh     masyarakat
dilaksanakan dengan mengkaji kesesuaian ajuan program dengan prioritas
pembangunan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

2.  Tahapan Penyusunan RKA SOPD
Tahap  selanjutnya  adalah  penyusunan  RKA  SOPD  di  tingkat  SOPD.  Pada
tahapan  ini,  kebijakan  dan  program  diterjemahkan  dalam  bentuk kegiatan
SOPD untuk periode satu tahu dan menghasilkan dokumen RKA SOPD. Peran
analisis  pemenuhan  kebutuhan  seluruh  unsur  dalam  masyarakat  adalah
untuk   menyusun   secara   terperinci   pelaksanan   setiap   program   dalam
kegiatan.  Hasil  analisis  dalam  bentuk  GAP dan  GBS  merupakan  lampiran
penyusunan    RKA    SOPD.    Keterampilan    penyususnan    program    dalam
melakukan GAP dan menyusun GBS sangat diperlukan.

3.  Tahapan Penyusunan RAPED dan pembahasan RAPBDdi DPRD
Tahap  penyusunan  RAPED  dilakukan  oleh  TAPD.  Tahap  ini  menghasilkan
dokumen  RAPBD.   Pada  tahap  ini  peran  analisis  pemenuhan  kebutuhan
seluruh   unsur   dalam   masyarakat   sangat   penting   untuk   menghindari
penghapusan program atau kegiatan yang justru sangat penting.  Penetapan
RAPED   hasil   dari   tahap   penyusunan   RAPED   dilakukan   pada   tahap
pembahasan   RAPED   dengan   melibatkan  TAPD   dan   DPRD.   Proses  yang
bertahap   yang   selalu   melibatkan   unsur   pemerintah   dan   masyarakat
diharapkan   dapat   memastikan   perumusan   program   yang   benar-benar
memenuhi kebutuhan masyarakat (1aki-laki, perempuan dan anak).

4.  Tahap Evaluasi oleh Bupati dan Penerbitan Perda APBD
Dokumen  RAPBD  yang  telah  disepakati  oleh  TAPD  dan  DPRD  kemudian
dievaluasi oleh bupati/walikota atau gubernur dan ditetapkan dalam Perda
APBD.
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BAD VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI   PPRG

A.  Pemantauan

Pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi PPRG dapat dilakukan oleh
SoPD yang membawahi Pemherdayaan Perempuan bekerjasama denga.n Bappeda
Bidang  Sosial   dan   Budaya  atau   bagian   pemantauan   dan   evaluasi   program,
pemantauan  dan  evaluasi  difokuskan  pada  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan
dan pertanggungjawaban.

Secara spesifik tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :

1.  Mengetahui   berbagai   informasi   yang   bersifat   fenomenal   berupa   apa,
mengapa dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan.

2.  Mengendalika kea  rah yang lebih  efektif dan  efisien  dalam  pelaksanaan
program dan kegiatan.

3.  Mendeteksi  dini  permasalahan  isu gender yang belum  diintegrasikan  ke
dalam penyusunan RKA/DPA SOPD.

4.  Memperoleh   masukan   bariu   barupa   pengalaman,   perbandingan,   dan
berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  GAS,  TOR/KAK  dan
aplikasinya dalam RKA/ DPA.

5.  Memestikan    penerapan    indicator    kinerja    responsive    gender   dalam
perencanaan,    pelaksanaan   dan   pertanggunedawabn   dan    mengukur
kemajuan-kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.  Pemantauan Tahap Perencanaan

F`okus pemantauan terhadap perencanaan meliputi dokumen ( 1 ) penyusunan
Gerrder Budget Statement (GBS) , (2) Penyusunan Term O/Re/erence (TOR) , dan
(3) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Formulir 1 1. Cheklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Unitorganisasi Program/Kegiatan
Pertanyaan

Jawaban
KetYa Tidak

Dinas 1.  Apakah                          penyusunan
Pendidikan program/ kegiatan   menggunakan

(Contoh) data terpilah ?

2.  Apakah                         penyusunan
program/ kegiatan   menggunakan
analisis gender

3.  Apakah     Hasil     GAP     dijadikan
acuan dalam penyusunan GBS ?

4.  Apakah            Dokumen            GBS
dijadikandasar  untuk  menyusun
TOR/KAK ?

5.  Apakah                isu                gender
d ipertimbangkan                   dalam
penvusunan TOR/ KAK?
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6.  Apakah    kegiatan/sub    kegiatan
dalam   RKA/DPA   menjawab   isu
keseniangan gender ?

7.  Apakah  jumlah   input  anggaran
dan input lainnya yang ada pada
TOR dan RKA/DPA ra.sional ?

8.  Apakah   tujuan   kegiatan   dalam
TOR/KAK   berhubungan   dengan
hasil pada RKA/DPA?

9.  Apakah     Keluaran     dari     hasil
dirumuskan    secara   jelas    dan
terukur ?

10.  Apakah     keluaran    dari     hasil
dalam       RKA       secara       jelas
memberikan  manfaat pada laki-
laki dan perempuan?

Keterangan :
Kolom  1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan mama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab "YA" (nilainya  1)
Kolom 5. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab " TIDAK" (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan andajika belum memberijwaban " YA" atau "TIDAK"

2.  Pemantauan Terhadap Pelaksanaan

Fokus pemantauan terhadap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai
dari   setiap   program   dan   kegiatan   yang   ditetapkan   pada   dokumen   RKA
SOPD/DPA.

Formulir 22. Cheklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Unitorganisasi Program/Kegiatan
Pertanyaan

Jawaban
KetYa Tidak

Dinas 1.  Apakah                   pelaksanaan
IPendidikan program / ke giatan           sudah

(Contoh) sesuai      dengan       masukan
RIIA/DPA SKPD ?

2.  Apakah                  pelaksanaan
program / kegiatan           sudah
sesuai dengan target keluaran
dalam RKA ?

3.  Apakah                  pelaksanaan

I

program / kegiatan          sudah
sesuai    dengan    target    hasil
dalam RKA/DPA?
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4.  Apakah   proses   pelaksanaan
program/ kegiatan mengalami
hambatan ?

5.  Apakah                  pelaksanaan
program / kegiatan           sudah
sesuai   dengan   hasil   alokasi
anggaran dalam RKA/ DPA?

6.  Apakah                  pelaksanaan
program/ kegiatan  melibatkan
1aki-laki dan perempuan ?

Apakah                  pelaksanaan
program/kegiatan
me mberikan        h as il        dan
manfaat   pada   laki-1aki   dan
oerempuan ?

Keterangan :
Kolom  1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nana program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab "YA" (nilainya  1)
Kolom 5. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab " TIDAK" (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan andajika belum memberijwaban " YA" atau "TIDAK"

3.  Pemantauan Terhadap Pertanggungjawaban

Fokus   pemantauan   tahap   pertanggunedawaban   meliputi   dokumen   laporan
pelaksanaan program dan kegiatan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah    (LAKIP).    Teknisnya   dilakukan    dengan    cara    membandingkan
dokumen   perencanaan   dan   pelaksanaan   rencana  yang   telah   menerapkan
analisis gender, menyusun GBS, dan menerapkannya dalam RKA/DPA.

Formulir 33. Cheklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Unitor8anisasi Program/Kegiatan
Pertanyaan

Jawaban
KetYa Tidak

Dinas 1.  Apakah                              hasil
Pendidikan program/kegiatan      sudah

(Contoh) sesuai  dengan  tujuan  dan
target DPA ?

2.  Apakah                             hasil
program / kegiatan      sudah
se suai        dengan        targe t
keluaran dalam RKA ?

3.  Apakah       ada       manfaat
program/ kegiatan bagi laki-
laki dan perempuan ?

4.  Apakah    laporan    program
dan  kegiatan  dalam  LAKIP
ielas dan terukur ?
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5.  Apakah  hasil  dan  manfaat
program / kegiatan         telah
mengurangi      kesenjangan
gender ?

6.  Apakah   jumlah   anggaran
memberikan   manfaat   dan
mengatasi         ke se nj angan
gender ?

Keterangan :
Kolom  1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nana program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab "YA" (nilainya  1)
Kolom 5. Bubuhkan tanda ( ) jika anda menjawab " TIDAK" (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan andajika belum memberijwaban " YA" atau "TIDAK"

a.  Evaluasi

Evaluasi  PPRG  didasarkan  pada  nilai-nilai  jawaban  yang  ditetapkan   melalui
indikator  yang  ada.  Untuk  Penilaian  dilakukan  mulai  dari  tahap  perencanaa,
pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Untuk  melakukan  penilaian  didasarkan
dengan hasil pengisian formulir 1,2,3 yang direkap dengan menggunakan formulir
dibawah ini :

F`ormulir 44. Evaluasi PPRG

Komponen Evaluasi
Total Score yang Total Score yang % Score yang dicapa:  I

Ideal dicapai terhadap Score ideal
(a' (b) (c=b/23xl00)

Perencanaan
i

Pelaksanaan
Pertanggungjawaban
iJumlah NilaiKumulatif

J

Evaluasi  dilakukan  dengan  cara  perbandingan  total  skor  yang  dicapai  (b)
dengan  total  skor yang  ideal  (a)  dikalikan  dengan  angka    100°/o  yang  diperoleh
adalah jumlah nilai kumulatif. Untuk menentukan apakah program dan kegiatan
telah responsig gender digunakan kriteria berikut :

F`ormulir 55.  Skala Kriteria Penilaian

Score Kriteria

80 - loo Responsif Gender
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Akhir kata, semc)ga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya
atas  segala  rencana  dan  upaya  menjalankan  tugas  keseharian  kita,  dan  dalam
mewujudkan kinerja yang lebih tepat sasaran serta bermanfaat bagi kelompok laki-
laki  maupun  perempuan  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan
gender dalam pembangunan daerah.
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